
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.411, 2018 KEMENPAN-RB. Peta Proses Bisnis. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu 

area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk 

mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat 

fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;   

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business 

Process) sudah tidak sesuai dengan perkembangan, 

sehingga perlu diganti;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses 

Bisnis;  

 

Mengingat :   1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5601); 

www.peraturan.go.id



2018, No. 411 -2- 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 574); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI 

PEMERINTAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit 

organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan 

tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran 

yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 

2. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input 

untuk suatu proses. 
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3. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam 

suatu proses. 

4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input 

menjadi output. 

5. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu 

proses. 

6. Customer adalah unit organisasi yang menerima output 

dari suatu proses. 

7. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat 

dan instansi pemerintah daerah. 

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

 

Pasal 2 

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi 

instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja 

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk 

menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian 

organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 

bagi pemangku kepentingan. 

 

Pasal 3 

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Peta proses bisnis instansi pemerintah dilaporkan kepada 

Menteri. 

 

Pasal 4 

Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, instansi pemerintah 

yang telah menyusun peta proses bisnis berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan 

Tata Laksana (Business Process) dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 5 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 

Tata Laksana (Business Process), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Maret 2018 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ASMAN ABNUR 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Maret 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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